BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam perkembangan ilmu antropologi budaya, dikatakan bahwa suku
bangsa merupakan bagian dari bangsa sehingga dapat dipertanggung jawabkan
dalam dan oleh sebuah negara-bangsa. Namun, sebelum bergabung ke dalam
kesatuan negara-bangsa, masyarakat hidup dalam peradaban suku bangsa masing-
masing. Keberadaan suku bangsa itu, mendapat pengakuan dari warga suku
bangsanya sendiri dan juga pengakuan dari suku bangsa lain setempat. Dasar atas
pengakuan-pengakuan itu, ditinjau dari beberapa aspek penting dalam suatu suku
bangsa, yakni ciri-ciri yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku
bangsa lain. Ciri-ciri yang dimaksudkan antara lain, mencakupi bahasa dan adat-
istiadat, serta corak tertentu dalam budaya sebagai simbol jati diri suatu suku
bangsa.

Diskursus tentang suatu kebudayaan dalam tradisi adat-istiadat tertentu
dalam kehidupan masyarakat adat, adalah poin penting bagi kemajuan kehidupan
bangsa Indonesia. Hal itu termaktub di dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang
menjadi pendoman hidup bagi segenap bangsa Indonesia. Disampaikan bahwa,
melalui pengakuan akan keberadaan keragaman kebudayaan, bangsa Indonesia
dihantar pada cita-cita hidup bersama yang rukun sesuai dengan tujuan Pancasila.
Atas dasar itulah, setiap aspek yang terdapat dalam lingkaran kehidupan suatu
kebudayaan harus senantiasa diperhatikan oleh negara.

Di antara dari sekian banyak suku bangsa yang terdapat dalam lingkaran

kehidupan masyarakat adat di Indonesia, salah satu kebudayaan yang diakui oleh



suku bangsa Ende-Lio umumnya, yaitu kebudayaan Nua Pu. Pengakuan atas
keberadaan kebudayaan Nua Pu tersebut, dilatarbelakangi oleh adat-istiadat yang
telah hidup dan dijalani masyarakat Nua Pu semenjak puluhan tahun silam.
Penilaian itu dilihat dari perkembangan sejarah kemunculan kebudayaan Nua Pu
yang lebih dahulu dibandingkan dengan kebudayan dalam suku Ende-Lio yang lain.
Selain itu, di dalam tradisi adat-istiadat kebudayaan Nua Pu memiliki ciri khusus
yang berbeda dengan kebudayaan lain dalam suku Ende-Lio. Misalnya, dalam
struktur kelembagaan adat Nua Pu berbeda dengan kebudayaan Ende-Lio pada
umumnya.

Maka, dalam kebudayaan masyarakat Nua Pu, keseluruhan dari tradisi adat-
istiadat yang diwariskan oleh para leluhur diakui dan sangat dijunjung tinggi oleh
segenap anggota masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Nua Pu, kerukunan dan
kesejahteraan hidup anggota masyarakatnya akan dapat terwujudi apabila setiap
peraturan atau tradisi adat-istiadat yang diwariskan, patuh dilaksanakan oleh setiap
anggota masyarakat adat. Kepercayaan itu sudah diimani oleh anggota masyarakat
Nua Pu sejak terbentuknya tradisi adat-istiadat Nua Pu itu sendiri, dari zaman para
leluhur terdahulu hingga saat ini. Atas dasar itulah, dalam kehidupan masyarakat
adat Nua Pu, selain taat akan peraturan pemerintah dan keagamaan yang diimani,
nilai-nilai kebudayaan tetap senantiasa dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat.
Nilai-nilai yang terdapat dalam tatanan adat-istiadat menjadi bagian dari pedoman
hidup masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi adat-
istiadat Nua Pu, yakni keadilan dalam kepemilikan harta benda warisan keluarga
menurut adat perkawinannya. Persoalan kepemilikan harta benda warisan dalam
keluarga merupakan salah satu dari sarana yang turut menegakan dan mengikat
kerukunan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Warisan dalam keluarga yang
dimaksudkan itu, yakni berupa harta benda seperti tanah, ladang atau kebun sebagai
tempat atau sumber bagi kehidupan masyarakat. Perihal tersebut didukung dengan
pengakuan negara atas tanah suku Nua Pu sebagai tanah adat yang sah. Dengan
pengakuan hukum negara, tanah wilayah kekuasaan Nua Pu memiliki legalitas

kekuatan hukum untuk dimiliki, dijaga, diolah dan dilestarikan menurut peraturan
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adat-istiadat kebudayaan yang berlaku bagi setiap masyarakat adatnya dari generasi
ke generasi.

Dalam peraturan adat Nua Pu, terkait dengan tanah, ladang atau kebun yang
telah diserahkan oleh pihak adat kepada segenap anggota masyarakat, tidak dapat
diperjualbelikan kepada pihak mana pun, entah itu kepada pihak dari luar anggota
adat maupun kepada sesama anggota masyarakat adat. Penegasan ini didasarkan
pada ketentuan peraturan hukum adat yang ditinjau dari latar belakang sejarah tanah
suku sebagai warisan dari para leluhur. Berpedoman pada sejarah adat, tanah suku
Nua Pu bersifat diwariskan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dengan
demikian, keseluruhan dari semua tanah di wilayah kekuasaan adat Nua Pu mesti
dijaga selama keberlangsungan keberadaan kebudayaan Nua Pu itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, dalam pelimpahan warisan keluarga berupa tanah,
ladang, atau kebun dalam budaya masyarakat Nua Pu, menurut peraturan adat dan
tradisi yang diwariskan, dilimpahkan atau diserahkan kepada anak laki-laki dalam
keluarga. Dasar pelimpahan warisan tersebut, diberlakukan sesuai asas perkawinan
dalam kebudayaan Nua Pu, yakni sesuai dengan sistem perkawinan adat partilineal.
Dalam sistem perkawinan adat partilineal, anak laki-laki sah merupakan pengganti
ayah sebagai kepala keluarga, karena telah masuk dalam garis keturunan sang ayah.
Melalui hak dasariah itu, anak laki-laki secara khusus memiliki hak penuh dalam
menerima warisan dalam keluarga. Hal ini diberlakukan dan ditetapkan dalam
hukum adat, baik itu kepada keluarga ana kalo fai walu maupun dari kelompok
keluarga para petinggi adat, yakni ria bewa atau kepala suku, mosalaki, dan ata
laki.

Aak laki-laki dalam kelompok keluarga para pemangku adat dan kelompok
ana kalo fai walu memiliki perbedaan dalam menerima bentuk warisan. Pertama,
yaitu soal harta benda yang diwariskan. Bagi anak laki-laki dari kelompok para
pemangku atau petinggi adat, warisan yang diterima yakni ngebho lo’o dan juga
ngebho ria serta kekuasaan kedudukan dari sang ayah. Tetapi, yang berhak
menerima warisan dalam menjabat kedudukan sebagai pengganti sang ayah dalam
kelembagaan adat, hanya anak laki-laki pertama dalam keluarga. anak laki-laki lain,
memiliki hak yang sama dengan anak pertama hanya sebatas dalam menerima

warisan berupa tanah, ladang atau kebun yang telah diwariskan dari ngebho lo’o.
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Sedangkan, bagi kelompok keluarga ana kalo fai walu, harta benda yang diwariskan
kepada anak laki-laki hanya sebatas pada ngebho lo’o. Hak kepemilikan atas harta
benda warisan dari ngebho lo o itu, diperuntukkan bagi semua anak laki-laki dalam
sesuai dengan peraturan pembagian yang sah dan benar secara adat.

Selain itu, dalam kebudayaan Nua Pu seturut tradisi yang berkembang, anak
perempuan juga diperkenan untuk memiliki hak dalam menerima warisan harta
benda dalam keluarga. Status akan kepemilikan harta benda warisan yang diperoleh
anak perempuan bersifat pengecualian. Misalnya, adanya rasa belas kasih dari sang
ayah atau dari pihak saudara laki-laki, atau andaikata dalam keluarga tidak memiliki
anak laki-laki. Keberadaan hak anak perempuan atas kepemilikan warisan itu,
berlaku baik dalam kelompok keluarga petinggi adat maupun kelompok keluarga
ana kalo fai walu. Contohnya, andaikata anak perempuan dalam keluarga ana kalo
fai walu tidak mengikuti sang suami tinggal bersama di rumah keluarga suaminya
atau yang tidak hidup berkeluarga, maka warisan harta benda keluarga itu diberikan
juga kepada anak perempuan dari sang ayah atau saudara laki-lakinya, guna untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan, untuk anak perempuan dalam
kelompok keluarga pemangku adat, andaikata di dalam keluarga tidak memiliki
anak laki-laki, maka diberlakukan ketentuan yang menerima warisan keluarga yaitu
anak perempuan dengan peraturan khsusus hukum adat yang berlaku.

Jadi, dalam tradisi adat-istiadat budaya Nua Pu, kepemilikan harta benda
warisan dalam keluarga pada dasarnya, yaitu hanya diperuntukan bagi anak laki-
laki sesuai dengan sistem perkawinan adat yang dipakai dalam tradisi yang telah
diwariskan. Sementara itu, bagi anak perempuan diberlakukan hukum pengecualian
atau hukum khusus dalam menerima warisan harta benda dalam keluarga. Antara
anak laki-laki dan anak perempuan yang menerima warisan tersebut, adalah anak
yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu sesuai dengan kententuan yang
berlaku dalam peraturan budaya, agama, dan negara. Dengan kejelasan pembagian
kepemilikan harta benda warisan sesuai hukum adat yang benar tersebut, maka
kesejahteraan diyakini oleh masyarakat akan tercipta antara anggota keluarga, yang
kemudian turut mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat Nua

Pu dan cita-cita kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pancasila.
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4.2 Saran

Kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga menurut adat perkawinan,
merupakan salah satu bagian penting dari hukum adat kebudayaan masyarakat Nua
Pu. Peraturan hukum adat tentang kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga,
mampu menunjangi dan menciptakan nilai keharmonisan serta kerukunan dalam
kehidupan anggota masyarakat adat Nua Pu.

Maka, terkait dengan tata aturan dalam hukum adat tentang kepemilikan
harta benda warisan dalam keluarga menurut perkawinan adat Nua Pu, disampaikan

beberapa saran penting bagi kelompok-kelompok masyarakat sebagai berikut.

4.2.1 Keluarga

Keluarga merupakan kelompok atau komunitas kecil dalam masyarakat
yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal
di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam
masyarakat budaya Nua Pu, keluarga dipandang sebagai kelompok yang terikat
secara sah menurut hukum adat, agama, dan pemerintah dalam perkawinan, yang
tinggal bersama dalam satu wadah yang disebut dengan rumah tangga. Atas dasar
keterikatan yang kuat sebagai sebuah keluarga dan asas saling ketergantungan
antara satu sama lain, setiap anggota keluarga khususnya anak-anak wajib dan
berhak mendapat keadilan dalam keluarga.

Salah satu bagian dari bentuk keadilan yang mesti diperoleh anak-anak
dalam keluarga yaitu hak atas kepemilikan harta benda warisan. Hak atas warisan
ini menjadi bagian penting bagi perkembangan kesejahteraan anak-anak sebagai
anggota masyarakat adat dalam keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan pada tradisi
adat-istiadatnya, hukum adat bagi kepemilikan warisan dalam keluarga masyarakat
adat Nua Pu mesti dan harus diberlakukan dengan adil bagi anak-anak sesuai

ketentuan hukum adat yang yang telah diwariskan.

4.2.2 Pemerintah Lokal Kabupaten Ende
Dalam pemahaman masyarakat bangsa Indonesia, kebudayaan merupakan
bagian dari karakteristik dasar bangsa dalam suatu wilayah tertentu. Karakteristik-

karakteristik budaya yang dimaksudkan terdapat pada nilai-nilai yang terkandung
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di dalam suku bangsa itu sendiri. Salah satu dari karakeristik-karaktersitik dasar
kebudayaan, yakni mencakupi perihal hukum adat atas kepemilikan warisan dalam
keluarga menurut adat perkawinan yang berlaku.

Oleh karena itu, peraturan dalam setiap kelompok masyarakat adat harus
diperhatikan dan senantiasa dilestarikan atau dibudidayakan oleh pemerintah lokal
Kabupaten Ende, khususnya untuk peraturan dalam adat-istiadat Nua Pu yang telah
dijalankan oleh masyarakatnya sebagai bagian dari pedoman hidup dari komunitas
atau kelompok masyarakat. Tujuannnya, agar kesejahteraan masyarakat Nua Pu
tetap terjaga sebagai bentuk kewajiban dan awasan dari pemerintah Kabupaten
Ende sebagai pemimpin wilayah setempat.

4.3.3 Gereja Lokal Keuskupan Agung Ende

Berdasarkan pada buku pencatatan kependudukan anggota masyarakat adat
Nua Pu di desa Kebesani dan menurut catatan dari kelembagaan adatnya, rata-rata
dari anggota masyarakat adat Nua Pu adalah penganut agama Katolik. Peran dan
fungsi dari keagamaan yang dianut senantiasa membantu masyarakat adat Nua Pu
dalam menjaga kesejahteraan dan kerukunan anggota komunitas adatnya. Peran dan
fungsi yang dimaksudkan itu ditegakkan lewat ajaran-ajaran dan kegiatan-kegiatan
pastoral gereja dalam pelayanan peneguhan iman umat demi kerukunan dalam
hidup bersama, khususnya dalam setiap kelompok-kelompok keluarga.

Seturut manfaat dari peran dan fungsinya itu, gereja senantiasa harus selalu
dan terus memperhatikan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat Nua Pu, lewat
pelayanan para agen pastoral demi menjaga kerukunan anggota masyarakat adat

sebagai tujuan dari pemenuhan iman kepada Yang Maha Kuasa.
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